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OJK Beri Sanksi Administratif
dan Denda Miliaran

B Kasus Pasar Modal

SEMARANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mem-
berikan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal
kepada 87 Pihak yang terdiri dari sanksi administratif berupadenda
sebesar Rp56,56 miliar; 6 pencabutan izin, satu pembekuanizin, 45
perintah tertulis, dan 13 peringatan tertulis.

Selain itu; juga sanksi administrafif berupa denda atas keter-
lambatan dengan nilai sebesar Rp11,17 miliar kepada 216pelaku
jasa keuangan di Pasar Modal hingga Agustus 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif
dan Bursa Karbon-OJK, Inarno Djajadi mengungkapkan, pada
Agustus 2023, QJK. telah mengenakan sanksi administratif kepada
dua Manajer Investasi yaitu PT Asia Raya Kapital dan PT Pan
Arcadia Capital berupa denda. "Total dendanya sebesar Rp3,07
miliar dan perintah tertulis untuk membubarkan seluruh produk
kelolaan-nya (Reksa Dana dan KPD),” kata Inamo dalam konfer-
ensi pers secaradaring, Selasa (5/9).

; OJKJugammgamkmsanmmuaufdanpmnmhter-
tulis kepada Pengurus, Pemegang Saham, tenaga pemasar, dan
pihak lain yang terbukti menyebabkan Manajer Investasi tersebut
melakukan pelanggaran peraturan pemndang undangan di sektor
Pasar Modal. .

PadaAgus’&lsm OJK tclahm1genakan SankmMnslra
tif dan atau Perintah Tertulis terhadap kasus Perdagangan S§aftam PT
Dewatal?‘iexghmmmonalTbk(DEAL)pmodwNovmlS
sampai dengan 29 Maret 2019 kepada 18 Pihak, yang terditidari tiga
badan hukurm Lembaga Keuangan, satu badan hukum nopkembaga

7 Wakil Perusahaan Efek, dan 7 investor perorangan.

' Total Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar
Rp37.525.000.000 kepada 18 Pihak tersebut, Pembekuan Izin
Usaha kepada satu badan hukum Lembaga Keuangan; Perintah
Tertulis untuk menutup rekening efek kepada 6 investor peroran-
gan, Perintah Tertulis berupa larangan berkegiatan di bidang Pasar
Modal selama 5 tahun kepada satuWakil Perusahaan Efek.

”Juga Perintah Tertulis berupa larangan berkegiatan di bidang
Pasar Modal termasuk berinvestasi secara langsung maupun tidak
langsung selama tiga tahun kepada satu badan hukum non
Lembaga Keuangan,” tutur Inarne. (J14-52)
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